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Penelitian ini dilakukan karenatelah terjadi konflik akibat perbedaan kepentingan antar-stakeholder dalam
penetapan kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1988 atau yang dikenal dengan kebijakan
PAKNQOV-21. Materi dari kebijakan ini antaralain pencabutan alias cabotage, pembukaan pel abuhan
terbuka untuk ekspor sebanyak 117 pelabuhan dan pencabutan izin trayek. Kebijakan PAKNOV-21 tahun
1988 ternyata memberikan implikasi positif dalam meningkatkan volume ekspor nonmigas. Namun di Sis
lain justru memberikan implikasi negatif dengan menurunnya perolehan muatan oleh angkutan laut nasional .
Sehubungan dengan itu, melalui penelitian ini ingin diketahui lebih dalam latar belakang penetapan
kebijakan PAKNOV. 21 serta dampak yang diterima oleh Stakeholder. Untuk itu, tujuan penelitian ini ada
tiga. Pertama, untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari penetapan kebijakan PAKNOV-21. Kedua,
untuk mengetahui seberapa besar deviasi yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan PAKNOV-21. Ketiga,
untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan yang diperoleh dari kebijakan PAKNOV-21.

Dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kebijakan PAKNOV-21, didasarkan atas teori dan perspektif
yang relevan yaitu. Pertama, penelitian ini untuk mengel ola dan menyempurnakan kebijakan PAKNOV-21
agar dapat |ebih efisien dan efektif. Oleh karenaitu, diperlukan teori administrasi publik. Kedua, keputusan
penetapan kebijakan PAKNOV-21 didasarkan atas perspektif pilihan publik (public choice), mengingat
bahwa kebijakan PAKNOV-21 telah berlangsung sekitar 16 (enam belas) tahun sehingga perlu dilakukan
evaluas kebijakan PAKNOV-21. Sehubungan dengan itu, diperlukan teori kebijakan publik. Ketiga,
implementasi kebijakan PAKNOV-21 ternyata memberikan implikasi positif terhadap sektor perdagangan
dan implikas negatif terhadap sektor angkutan laut, sehingga menimbulkan konflik kepentingan
antarorganisasi, untuk itu diperlukan teori organisasi. Keempat, berdasarkan pertimbangan bahwa kebijakan
PAKNQV-21 ditetapkan bukan hanya berdasarkan aspek ekonomi saja namun dalam kepentingan yang
lebih luas yaitu memaksimumkan kesejahteraan masyarakat sehingga unsur politik juga dipertimbangkan
dalam penetapan kebijakan PAKNOV-21. Atas dasar hal tersebut digunakan perspektif ekonomi politik.
Kelima, mengingat bahwa kebijakan PAKNOV-21 didasarkan atas menurunnya harga minyak dipasaran
internasional sehingga perspektif globalisasi perlu digunakan untuk menilai seberapa besar globalisasi dapat
mempengaruhi perekonomian nasiona dalam kaftan dengan kebijakan PAKNOV-21. Keenam, Konflik
antar-organisasi tersebut menimbulkan dergjat kompleksitas yang tinggi sehingga perlu penyelesaian dengan
pendekatan kesisteman, untuk itu diperlukan teori kesisteman. Ketujuh, sebagai sistem terdiri dari sub-
sistem Perdagangan dan subsistem Angkutan Laut maka masing-masing digunakan perspektif pendukung
yaitu perspektif ekonomi makro dan perspektif transportasi laut.

Kontribusi teori terhadap kebijakan publik dari basil penelitian ini adalah pembuktian keberadaan kondisi
optimal dalam suatu kebijakan publik. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menurunkan nilai konflik
yang terjadi pada setiap implementasi kebijakan publik dengan menggunakan metode yang integral dan
menyeluruh (comprehensive) melalui intervensi optimal sehinggatercapai "gain" optimal dari stakeholder.
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Teori ini didasarkan atas pemikiran Nash yang kemudian disebut sebagai Nash Equilibrium atau
keseimbangan noncooperative, yaitu: satu kompetisi sempurna dimana setiap produsen memaksimalisas
keuntungannya dan konsumen dapat memaksimalisasi utilitas berdasarkan kondisi harga yang diberikan
(tertentu). Jikakondis optimal ini tidak tercapai maka pasti ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan atau
tidak terjadi keseimbangan (equilibrium). Kondisi ini disebut sebagai kondisi optimal dari penciptaan
kebijakan publik yang tepat. Rumusan teori yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: "Bahwa setiap
penetapan kebijakan publik tentunya dapat memberikan suatu kondisi equilibrium atau solusi optimal bagi
setiap pihak yang terkait dengan menghadirkan suatu metode yang komprehensif dengan
mengkombinasikan antara pendekatan agregasi kepentingan dan interaksi dinamis melalui intervens
optimal sehingga tercapai gain optimal”.

Konstribusi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pengenalan metode evaluasi kebijakan
publik. Metode ini dikembangkan atas dasar evaluasi terhadap formulasi kebijakan dan evaluasi terhadap
implementasi kebijakan. Evaluasi terhadap formulasi kebijakan menggunakan model statis sedangkan
evaluas terhadap implementasi kebijakan menggunakan model dinamis. Model statis digunakan untuk
memotret kondisi saat kebijakan PAKNOV-21 ditetapkan dan saat tujuan kebijakan PAKNOV-21
dipertanyakan. Selisih antara kedua penilaian kondisi tersebut adalah nilai "ketidaksesuaian" antara kondisi
harapan dan kenyataan terhadap kebijakan PAKNOV-21. Namun model statisini memiliki keterbatasan
yaitu bersifat subjektif karena sumber data yang digunakan berdasarkan preferensi stakeholder. Oleh karena
itu, diperlukan model dinamis yang dapat memberikan gambaran lebih objektif. Kelebihan dari model
dinamis dapat mengetahui interaksi dinamis antara variabel yang terkait dengan kebijakan PAKNOV-21.
Kondis objektif pada model dinamis didasarkan pada sumber data sekunder dari masing-masing variabel
terkait. Untuk kepentingan evaluasi kebijakan PAKNOV-21 diperlukan kombinasi antara model stasis
dengan model dinamis. Kombinasi ini dilakukan dengan cara memasukkan nilai deviasi dari model statis ke
dalam model dinamis. Sehingga dapat diperoleh "model penilaian keberhasilan kebijakan PAKNOV-21",
dengan kriteria sebagai berikut:

- Apabilanilai elastisitas pada kondisi harapan lebih besar daripada nilai elastisitas kondisi kenyataan, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak atau kurang berhasil.

- Apabilanilai elastisitas harapan sama besar dengan nilai elastisitas kondisi kenyataan, dapat disimpulkan
bahwa kebijakan tersebut cukup berhasil.

- Apabilanilai elastisitas harapan lebih kecil daripada nilai elastisitas kondisi kenyataan, dapat disimpulkan
bahwa kebijakan tersebut sangat berhasil.

...... This research was carried out due to a conflict of interests among stakeholder during the implementation
of the Government Decree no. 17/1988 (known as PAKNOV-21 Policy). The substance of this policy was
partly the withdrawal of Cabotage rules, the opening of 117 ports for export, and the withdrawal of route
licenses for domestic shipping. On the one hand, the PAKNOV-21 has apparently given positive impacts on
boosting the volume of non-oil export whilst, on the other hand, it has given negative impacts on the
degradation of freight volume for national shipping fleet.

In response to these phenomena, this research is seeking for further investigation of the mindset under which
the decision was derived, and the impacts imposed on the stakeholder. As such, the objectives of this
research are written as follows: first, to investigate the impacts resulting from the implementation of
PAKNOY -21; second, to measure the deviation due to the implementation of PAKNOV-21; and third, to
measure the degree of successfulness upon the implementation of PAKNOV-21.



The evaluation of PAKNOV-21 was carried out through stages based on some relevant theories and
perspectives as follows: First, this research isintended to manage and to improve the PAKNOV-21 so that it
will be more efficient and effective. Hence, the public administration theory is applied. Second, the decision
to implement the PAKNOV -21 was also driven by the perspective of public choice. Given that PAKNOV -
21 has been implemented for almost 16 years, it therefore needs to be reviewed and evaluated. In order to do
the evaluation, the public policy theory was used. Third, the implementation of PAKNOV-21 has apparently
given positive impacts to trade sector and a negative implication to sea transport sector, and it also produced
aconflict of inter-organization performance measurement between those two sectors. Hence, the
organization theory was applied. Fourth, historically, PAKNOV-21 was decided not only due to economic
reasons, but also for maximizing the public welfare to alarger extent. It means that there was a political
influence in the decision making process and hence the political economic perspective was applied. Fifth,
recalling the event when the PAKNQOV-21 was started, it was partially influenced by the decline of
international oil prices. In this context, the globalization perspective is applied in order to measure how big
the influences of globalization on our national economy. Sixth, the conflict of inter-organization has caused
a high degree of complexities making system theory was required. Hence, the System Dynamic (SD)
approach was applied. Seventh, the evaluation model can be viewed as a system comprising two
subsystems, namely trade and sea transport sectors. In this case, as supporting theories, macro economic
perspective and marine transport system perspective are applied for its respective sectors.

Theoretical contribution of this research to public policy is the proof of the existence of optimum condition
to apublic policy. The approach carried out in this research isto lower down the conflict which mostly
occurred during the implementation phase of a public policy. This can be done by using a comprehensive
method through optimum intervention, so that it will achieve optimal "gain" with respect to stake holder?s
interests. Thanks to John Nash who developed this theory which was later known as Nash Equilibrium or
Noncooperative Equilibrium, i.e., a perfect competition where each producer can maximize his own profits,
and consumers can maximize his own utility under certain given price conditions. If this optimal condition is
violated, then there must be a party that will gain at the expense of others. Theoretical formulation resulting
from this research has confirmed that "every public policy decision could provide an equilibrium or
optimum solution with respect to all partiesinvolved by presenting a comprehensive method that can
combine between aggregate interests approach and dynamic interactions through optimum intervention so as
to achieve optimal gain”.

Policy contribution resulting from this research is the introduction of amodel for public policy evaluation.
The development of this method is based on the evaluation of policy formulation and the evaluation of
policy implementation. The former is carried out by using a static model, whereas the latter is done by
applying adynamic model. The static model is used in order to portray two conditions at two different
times, namely, the time when the PAKNOV -21 was decided, and the time when it is being questioned or
evaluated. The difference in values between those two conditions will reflect the value of "incompatibility"
between the expected value and the reality value correspond to PAKNOV-21. The static model has some
shortcomings due to its subjective stake holder?s preferences. Therefore, it should be validated by
introducing a dynamic model that to some degree it can replicate the dynamic interaction among the
variablesinvolved in PAKNOV-21. The dynamic model is further validated by comparing with the
secondary data of each respective variable. In order to use the model for the purpose of evaluation of
PAKNQOV-21, the two models (i.e. static and dynamic models) have to be combined. This combination can



be conducted by plugging the deviation values of the static model into the dynamic model so that the
successfulness value of PAKNQOV-21 policy can be obtained. The following criterion showed the degree of
successfulness of a public policy:

- If the elasticity under expected condition is greater than the elasticity of the condition of reality, it can be
concluded that the policy isnot or less successful.

- If the élasticity under expected condition is equal to the elasticity of the condition of redlity, it can be
concluded that the policy isfairly successful.

- If the elasticity under expected condition is less than the elasticity of the condition of reality, it can be
concluded that the policy is very successful.</i>



